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Abstract 

Sexual problems are a reality that needs special attention and the problems that 

occurred throughout history. Sexual instincts for the good and welfare of humans. 

Among pernikahn provisions include those relating to the ability of a person in the 

economy, meaning that people who get married are primarily men he must have a 

good ability to relate carabao capability * with the spiritual and physical needs as 

well as that must be owned by both parties to responsibility as a consequence of a 

marriage 

 

Kata kunci: Nikah, Mut`ah, Hadis ahkam, istinbath. 

 

A. PENDAHULUAN 

  Problema seksual merupakan sebuah realitas yang perlu mendapat perhatian 

khusus dan merupakan problema yang terjadi sepanjang sejarah. Dikatakan demikian 

karena sejak lahir,  tumbuh dan berkembang menjadi dewasa, manusia telah diberi 

oleh Allah Swt. naluri seksual demi kebaikan dan kemaslahatan mereka. 

  Allah Swt. melalui Islam yang diturunkan-Nya, secara khusus mengatur lalu 

lintas penyaluran kebutuhan seksual ummat manusia sesuai dengan ketentuan-

ketentuan yang ditetapkan-Nya. Di antara ketentuan dimaksud antara lain terkait 

dengan kemampuan seseorang di bidang ekonomi. Ini berarti bahwa orang yang akan 

melangsungkan pernikahan tersebut terutama laki-laki harus memiliki kemampuan 

ekonomi untuk membiayai suatu pernikahan disamping kemampuan rohani dan 

jasmani yang harus dimiliki oleh kedua belah pihak untuk memikul tanggung jawab 

sebagai konsekwensi suatu pernikahan. 

  Akan tetapi tidak jarang terjadi bahwa persyaratan yang telah ditetapkan tadi, 

baik dari aspek kemampuan ekonomi yang dimiliki oleh seseorang untuk 

menanggung biaya hidup maupun dari aspek kesiapan fisik dan mental untuk 
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memikul tanggung jawab, tidak dapat terpenuhi secara bersamaan. Ada orang yang 

mampu secara ekonomi tetapi dia tidak mau repot-repot memikul tanggung jawab 

memberi nafkah isteri. Disisi lain ada orang yang tidak mampu secara ekonomi dan 

tidak mampu mengontrol nafsu biologis yang dia miliki sehingga ada kekhawatiran 

bahwa dirinya akan terjerumus pada prilaku hubungan sex bebas. Selanjutnya ada 

wanita yang siap dinikahi untuk memperoleh keturunan dan bersedia untuk tidak 

diberi nafkah material.  Bahkan sebahagian wanita bersedia  membelanjai suami yang 

menikahinya, sebahagian lagi siap menikah untuk pemenuhan kebutuhan biologis 

tetapi tidak bersedia didikte oleh sejumlah kewajiban lain yang seharusnya dijalankan 

oleh isteri. Seluruh alasan di atas dapat memotivasi setiap orang untuk melakukan 

nikah mut‟ah yang dikenal dalam sejarah ummat manusia. 

  Tulisan ini akan berusaha menelusuri rentetan nas terutama nas hadis yang 

menguraikan perkembangan nikah mut‟ah sejak masa awal (ketika boleh 

melakukannya) sampai dengan munculnya larangan mempraktekkannya. 

 

B. PEMBAHASAN 

1. Takhrīj al-Hadis 

  Penelusuran terhadap hadis-hadis yang diperlukan dalam pengkajian terhadap 

nikah mut‟ah ini dilakukan dengan bantuan  al-Mu‟jam al-Mufahraś li Alfāz al-Hadīś 

an-Nabawī karangan A.J. Wensinck, dkk.
164

 Ketika dilakukan pencarian, diperoleh 

petunjuk dari buku tersebut bahwa hadis-hadis tentang masalah mut‟ah tercantum 

dalam buku-buku hadis sebagai berikut: 

a. Musnad Ahmad bin Hanbal, Juz 2, Kitāb an-Nikāh, halaman 32. 

b. Şahīh al-Bukhārī, Juz 3, Kitāb an-Nikāh, Bab 31. 

c. Şahīh al-Bukhārī, Juz 3, Kitāb al-Magāzī, Bab 38. 

d. Şahīh al-Bukhārī, Juz 3, Kitāb Żabāih, Bab 28. 

e. Şahīh Muslim bi Syarhi an-Nawawī, Juz 9, Kitāb an-Nikāh, hadis nomor 25. 

f. Sunan at-Turmużī, Juz 2, Kitāb an-Nikāh, Bab 28. 

g. Sunan an-Nasa‟ī, Juz 5, Kitāb an-Nikāh, Bab 71. 

h. Sunan Ibnu Mājah, Juz 1, Kitāb an-Nikāh, Bab 44. 

i. Al-Muwațța‟, Juz 2, Kitāb an-Nikāh, Bab 18. 

j. Sunan ad-Dārimī, Juz 2, Kitāb an-Nikāh, Bab 16. 

                                                 
164

  A. J. Wensinck dkk., al-Mu‟jam al-Mufahraś li Alfāz al-Hadīś an-Nabawī, Juz 6 (Leiden: 

Brill, 1967), h. 167. 
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 Namun demikian, dari sejumlah hadis yang ditemukan pada kitab di atas 

hanya yang dianggap penting yang dikemukakan di sini, sedangkan yang lainnya 

dapat dirujuk pada lampiran. Di antara hadis dimaksud adalah: 

1) Şahīh al-Bukhārī, Juz 3, Kitāb an-Nikāh, Bab 31, sebagai berikut: 

ػ٘خ حرٖ ػ٤٤٘ش حٗٚ عٔغ حُضٛش١ ٣وٍٞ أخزش٢ٗ حُلغٖ رٖ محمد رٖ ػ٢ِ ٝأخٞٙ ػزـذ الله دػ٘خ ٓخُي رٖ اعٔخػ٤َ كـدكـ

ػٖ أر٤ٜٔخ إٔ ػ٤ِخ سػ٢ الله ػ٘ٚ هخٍ لإرٖ ػزخط إٔ حُ٘ز٠ صلى الله عليه وسلم ٠ٜٗ ػٖ حُٔظؼش ٝػٖ ُلّٞ حُلٔش حا٤ِٛـش صٖٓ 

خ٤زش
165

 

2) Sunan at-Turmużī, Juz 2, Kitāb an-Nikāh, Bab 28. 

ػ٘خ عل٤خٕ رٖ ػوزش أخٞ هز٤ظـش رٖ ػوزش أخزشٗخ عل٤خٕ حُؼٞس١ ػٖ ٓٞع٠ رٖ ػز٤ـذس دػ٘خ ٓلٔٞد رٖ ؿ٤ ٕ كـدكـ

ـَ ٣وـذّ حُزِذس ٤ُظ ُـٚ رٜخ ـاٗٔخ ًخٗض حُٔظؼـش ك٠ أٍٝ حلإع ّ ًخٕ حُش: ػٖ ٓلٔـذ رٖ ًؼذ ػٖ حرٖ ػزخط هخٍ

ا  ػ٠ِ ): حُٔشأس روذس ٓخ ٣شٟ حٗـٚ ٣و٤ْ كظللظ ُٚ ٓظخػٚ ٝطظِق ُٚ ش٤ؤٙ ارح كظ٠ ٗضُض ح٣٥شؽ ٓؼشكش ك٤ظضٝ

.  (ـْٜ أٝ ٓخ ٌِٓض أ٣ٔخْٜٗـأصٝح
166

 

3) Şahīh Muslim bi Syarhi an-Nawawī, Juz 5, Kitāb an-Nikāh, Bab 3, sebagai berikut: 

ـ٢ٜ٘ ـػ٢٘ حُشر٤غ رٖ عزشس حُـدحُؼض٣ض رٖ ػٔش كـد ػ٘خ ػزـدػ٘خ حر٢ كـدػزـذ الله رٖ ٤ٔٗش كـ ٓلٔـذ رٖ ػ٘خدكـ

ػٚ أٗٚ ًخٕ ٓغ سعٍٞ الله صلى الله عليه وسلم كوخٍ ٣خأ٣ٜخ حُ٘خط ا٢ٗ هـذ ً٘ض حرٗض ٌُْ ك٠ حلإعظٔظخع ٖٓ حُ٘غخا دإٔ أرخٙ كـ

 دٝحٕ الله هـ

.  كشّ رُي ا٠ُ ٣ّٞ حُو٤خٓش كٖٔ ًخٕ ػ٘ـذٙ ٜٖٓ٘ ش٤ت ك٤ِخَ عز٤ِٚ ٝ  طؤخزٝح ٓٔخ آط٤ظٖٔٞٛ شجخ
167

     

Hadis di atas sekaligus mempresentasikan perbedaan redaksi matan hadis 

tentang mut‟ah. Hadis-hadis yang ada pada lampiran pada umumnya memiliki redaksi 

matan yang hampir sama dengan redaksi hadis al-Bukhāri. Perbedaan redaksi hanya 

dalam hal penyebutan mut‟ah dengan sebutan nikāh al-mut‟ah, zamana khaibara 

dengan ungkapan yauma atau „āma khaibara, luhūm alhumur al-ahliyah dengan lafaz 

luhūm al-humur al-insīyah. 

Selanjutnya, hadis nomor 2 yang dikutip dari Sunan at-Turmużī  berbeda 

redaksi matan hadisnya dengan redaksi matan hadis nomor 3 yang diambil dari kitab 

Şahīh Muslim bi Syarhi an-Nawawī. Perbedaan tersebut menunjukkan adanya 

periwayatan hadis bi al-ma‟nā karena maksud dan tujuan larangan tersebut sama 

namun diungkapkan dengan ekspresi yang berbeda. 

 

 

                                                 
165

 Imam Abī Abdillah Muhammad bin Ismā‟il Ibn Ibrāhīm Ibn al-Mughīrah bin Bardizbah al-

Bukhārī al-Ja‟fī, Şahīh Bukhārī, Juz 3 (Beirut: Dār al-Fikr, 2000), h. 129. 
166

 Abū Īsa Muhammad bin Īsā bin Sūrah, Sunan at-Turmużī, Juz 2 (Beirut: Dār al-Fikr, 

2001), h. 365. 
167

 Al-Imām Muslim dan al-Imām an-Nawawī, Şahīh Muslim bi  Syarhi an-Nawawī, Juz 5 

(Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmīyah, t.t.), h. 186. 



79 

 

2. Penelitian Sanad dan Matan Hadis Mut’ah 

  Penelitian terhadap kesahihan sanad dan matan hadis mut‟ah yang tercantum 

dalam tulisan ini terbatas pada hadis yang diriwayatkan oleh al-Bukhārī dari jalur Ali 

bin Abī Tālib
168

 mengingat karena keterbatasan ruang yang tersedia. 

a. Penelitian Sanad 

  Usaha untuk memastikan kesahihan hadis mut‟ah dari segi sanad dilakukan 

dengan berpedoman pada syarat-syarat: 1. Sanad harus bersambung (muttaşil), 2. 

Perawinya adil, 3. Dābit, 4. Sanad tersebut tidak syāż dan 5. Tidak ber „illat.
169

 

  Para perawi yang termasuk dalam sanad hadis yang diriwayatkan oleh al-

Bukhārī melalui „Alī dimaksud adalah Mālik bin Ismāil, Sufyan bin „Uyaynah, az-

Zuhrī, al-Hasan bin Muhammad, Muhammad bin „Alī dan „Alī bin Abī Tālib sendiri. 

1) „Alī bin Abī Tālib adalah salah seorang di antara al-Khulafā ar-Rāsyidīn yang 

sudah tidak diragukan lagi sifat śiqah dan kedābitannya. 

2) Muhammad bin „Alī menurut al-„Ijli adalah seorang tabi‟i śiqah dan saleh 

sedangkan Ibrāhim bin al-Junaid menilai bahwa Muhammad bin Ali termasuk 

dalam bagian aşahh asānid. Waktu kelahirannya menurut sebagian ulama adalah 

pada masa Abu Bakar dan menurut sebahagian yang lain adalah pada masa Umar, 

namun yang pasti beliau meninggal pada tahun 73 H.
170

 

3) Al-Hasan bin Muhammad. Al-Asqalānī dalam bukunya Taqrīb at-Tahżīb berkata 

bahwa al-Hasan bin Muhammad adalah seorang yang śiqah dan faqīh dan 

meninggal pada tahun 100 H.
171

 

4) Az-Zuhrī. Namanya adalahMuhammad bin Muslim bin „Ubaidillah bin Syihāb 

bin Abdullah bin al-Hāris bin Zuhrah bin Kilāb al-Qurasyī az-Zuhrī. Beliau 

mencapai derajat al-faqīh dan al-hāfiz, meninggal pada tahun 25 H.
172

 

5) Sufyān bin „Uyaynah. Menurut  Ibnu Sa‟id, Sufyān adalah seorang yang śiqah 

dan dapat mencapai gelar keahlian al-Hujjah, sedangkan menurut Ibnu Hibban 

beliau adalah seorang yang wara‟ dan mengetahui agama. Dia lahir pada tahun 

107 H.
173

 

                                                 
168

 Lihat Lampiran 1 tentang hadis-hadis yang terkait dengan Nikah Mut‟ah.  
169

 Nawir Yuslem, Ulūm al-Hadīś (Jakarta: PT Mutiara Sumber Widya, 2001), h. 354. 
170

 Ahmad bin Ali bin Hajr al-Asqalānī, Tahżīb at-Tahżīb, Juz 9 (Beirut: Dār al-Kutub al-

Ilmīyah, 1994), h. 306.  
171

 Ahmad bin Ali bin Hajr al-Asqalānī, Taqrīb at-Tahżīb, Juz 1 (Beirut: Dār al-Kutub al-

Ilmīyah, 1995), h. 210. 
172

 Ahmad bin Ali bin Hajr al-Asqalānī, Taqrīb, Juz 2, h. 133. 
173

 Ahmad bin Ali bin Hajr al-Asqalānī, Tahżīb, Juz 4, h. 109. 
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6) Mālik bin Ismā‟il. Al-Asqalānī mengatakan bahwa Mālik bin Ismā‟il adalah 

seorang yang śiqah, dipercaya dan „ābid.
174

 Beliau meninggal pada tahun 219 

H.
175

 

Berdasarkan informasi di atas dapat disimpulkan bahwa dari sisi sanad, rijal 

al-hadīs melalui jalur Ali bin Abi Thalib bersambung dari Rasulullah saw. kepada 

sahabat, tabi‟in sampai kepada mukharrij. Disamping itu, seluruh perawinya dinilai 

śiqah dan dābit. Oleh karena itu hadis al-Bukhāri ini dinilai muttasil. 

b. Penelitian Matan 

 Tidak dapat dibantah bahwa kata istamta‟a ditemukan di dalam Alqur‟an 

surah an-Nisa‟ ayat 24 sebagai berikut: 

( ۴ٕ: حُ٘غخا )... ٝسٛـٖ كـش٣ؼش ـكٔخ حعظٔظؼظْ رٚ ٜٓ٘ـٖ كآطٞٛـٖ أ

 Kata istamta‟a ditafsirkan oleh ulama dengan nikah mut‟ah yang ditetapkan 

sejak permulaan Islam. Ayat inilah yang sering dipergunakan sebagian orang 

sebagai dasar bagi berlakunya nikah mut‟ah di samping persetujuan yang pernah 

diberikan pada masa awal tersebut telah dicabut oleh hadis Rasul sendiri. Dengan 

kata lain, pada masa belakangan dilarang melakukan nikah mut‟ah.
176

 

  Dari sejumlah hadis yang tercantum pada lampiran terlihat secara jelas bahwa 

semua matan hadis dari sejumlah perawi yang dikumpulkan oleh ulama hadis 

terkenal melarang mut‟ah. Hadis yang diriwayatkan Mahmūd bin Gailān diakui 

memiliki perbedaan redaksi matan dengan hadis lain, namun materinya tidak keluar 

dari pokok permasalahan. Bahkan hadis tersebut secara tegas menjelaskan bahwa 

bolehnya melakukan mut‟ah hanya berlaku pada permulaan Islam. Selain itu, jalur 

hadis Muslim sendiri yang memiliki jalur sanad yang berbeda dengan jalur sanad 

hadis kebanyakan ulama hadis, yakni melalui az-Zuhrī, ar-Rabī‟ bin Saburah, melalui 

Saburah sendiri dan langsung dari Rasul, tetap memiliki materi matan yang sama 

dengan materi matan hadis dari sanad lainnya. 

  Dengan demikian, alasan dan fakta-fakta tersebut di atas membuktikan bahwa 

matan hadis tentang mut‟ah memenuhi derajat sahih. Penetapan ini didukung oleh 

pendapat ulama hadis yang sepakat mengatakan bahwa hadis yang diriwayatkan oleh 

al-Bukhāri dinilai sebagai hadis sahih. 

 

                                                 
174

 Ahmad bin Ali bin Hajr al-Asqalānī, Taqrīb, Juz 2, h. 151. 
175

 Ahmad bin Ali bin Hajr al-Asqalānī, Tahżīb, Juz 10, h. 4. 
176

 Muhammad bin Hunain al-Qammī an-Naisabūrī, Tafsir Garāib al-Furqān, Juz 2 (Beirut: 

Dār al-Kutub al-Ilmīyah, 1996), h. 392. 
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3. Asbāb al-Wurūd 

  Sebagai sabab al-wurūd dari hadis mut‟ah ini dapat dikemukakan dua versi 

informasi sebagai berikut: 

 Al-Māziri menjelaskan bahwa nikah mut‟ah dibolehkan pada permulaan 

Islam. Nikah mut‟ah dilakukan oleh para sahabat Nabi ketika mereka sedang 

bepergian ke medan perang untuk mempertahankan diri dari serangan musuh Islam. 

Nikah tersebut mereka lakukan karena mereka jauh dari isteri, sementara tuntutan 

biologis sangat mendesak (şabrahum „anhunna qalīl).
177

 

  Versi lain mengatakan bahwa hadis tersebut muncul ketika sahabat bersama-

sama dengan Rasulullah saw. dalam suatu peperangan. Ketika itu tidak ada kaum 

wanita di tengah-tengah mereka, maka sahabat bertanya kepada Rasullullah untuk 

mengebiri diri. Namun Rasulullah melarang melakukan hal itu. Pada saat itulah 

beliau memberikan kemurahan kepada sahabat untuk menikahi seorang wanita dalam 

jangka waktu tertentu dengan maskawin pakaian.
178

 

 

4. Pemahaman Teks Hadis dari Pendekatan Semantik dan Hermenetik 

 Dari teks hadis yang melarang nikah mut‟ah  yang ada dalam pembahasan ini 

ada dua kata yang perlu dijelaskan, yakni kata nahā dan mut‟ah.  

 Kata nahā berarti س ػ٘ٚ رخُوٍٞ أٝ رخُلؼَـ ص
179

 seseorang melarang daripadanya 

dengan perbuatan atau dengan ucapan, bisa juga berarti to forbid, prohibit atau pun to 

bend (melarang seseorang untuk melakukan sesuatu).
180

 

 Kata mut‟ah secara etimologi berarti اٗظلغ ٝطِزر رٚ صٓخٗخ 
181

 yang berarti 

mengambil manfaat dan menikmati kelezatan dengannya dalam beberapa waktu. 

Sedangkan menurut istilah, nikah mut‟ah adalah nikah sementara yang dibatasi 

dengan waktu tertentu, atau tidak ditentukan tetapi bersifat sementara tidak untuk 

selamanya.
182

 Sebagai contoh, seorang laki-laki melapalkan atau mengucapkan 

kalimat, “Aku kawinkan engkau dengan fulan selama satu bulan mulai hari ini, atau 

hingga si fulan datang, dengan maskawin yang besarnya sekian.” Kemudian laki-laki 

                                                 
177

 Al-Imām Muslim dan al-Imām an-Nawawī, Sahih, h. 180. 
178

 Ibid., h. 182. 
179

 Louis Ma‟luf, Al-Munjid fī al-Lugah (Beirut: al-Katolikiyah, 1953), h. 647. 
180

 Hans Wehr, A Dictionary of Modern Written Arabic, Arabic English (Beirut: Maktabah 

Lebanon, 1974), h. 1004. 
181

 Louis Ma‟luf, Al-Munjid, h. 549. 
182

 Mustafa al-Khin, Aśar al-Ikhtilāf fī al-Qawāid al-Uşūlīyah (Beirut: Ar-Risalah, 2003), h. 

585. 
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yang dikawinkan menyetujuinya. Dengan ucapan seperti ini maka ikatan perkawinan 

dianggap telah terjadi. Apabila satu bulan telah habis, atau fulan yang dimaksud telah 

datang, maka otomatis perceraian di antara keduanya dianggap telah terjadi, tidak ada 

prosedur yang harus ditempuh untuk itu. 

 Nikah mut‟ah ini berasal dari tradisi masa pra Islam yang merupakan 

perjanjian pribadi dan verbal antara pria dan wanita yang tidak terikat pernikahan 

(gadis, janda cerai atau janda karena ditinggal mati). Jangka waktu perjanjian 

pernikahan (ajal) dan jumlah imbalan (ajar) yang diberikan kepada isteri sementara 

haruslah spesifik. Pernikahan sementara dapat dilakukan untuk waktu satu jam atau 

99 tahun.
183

 

 Pernikahan sementara tidak perlu tercatat atau dihadiri saksi kendatipun 

kehadiran saksi sangat dianjurkan. Selanjutnya, pihak pria tidak berkewajiban 

menyediakan kebutuhan sehari-hari untuk isteri sementaranya sebagaimana yang 

harus ia lakukan dalam perkawinan permanen. Sejalan dengan itu, pihak isteri juga 

mempunyai kewajiban yang sedikit untuk mentaati suami kecuali dalam perkara 

seksual.
184

 Tujuan nikah mut‟ah adalah kenikmatan seksual (istimta‟), sedangkan 

tujuan pernikahan permanen (nikah) adalah untuk prokreasi (taulid an-nasl). 

 Nikah mut‟ah merupakan fenomena kaum perkotaan pinggiran dan popular 

terutama di pusat-pusat ziarah di Iran. Pola perkawinan sementara di Iran berubah 

setiap zaman sesuai dengan dukungan dari rezim Islam tertentu pada institusi tersebut. 

Selain proses pelaksanaan perkawinan sementara tidak perlu tercatat atau dihadiri 

oleh saksi, seorang muslim Syi‟ah diizinkan untuk secara simultan melakukan 

pernikahan sementara sebanyak mungkin yang ia kehendaki di samping empat orang 

isteri yang secara legal diperbolehkan. Namun seorang muslimah Syi‟ah hanya 

diizinkan melakukan satu pernikahan sementara dalam selang waktu yang sama.
185

 

 Selama rezim Pahlevi (1925-1979), perkawinan sementara memang tidak 

illegal, namun tetap dipandang negatif sehingga dengan demikian nikah mut‟ah tidak 

pernah memperoleh restu yang tegas yang setingkat dengan restu terhadap pernikahan 

permanen.
186

 

 

                                                 
183

 John L. Esposito, The Oxford Encyclopedia of the Modern Islamic World (New York: 

Oxford University Press, 1995), h. 212. 
184

 Ibid. 
185

 Ibid., h. 213. 
186

 Ibid. 
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5. Istinbāţ Hukum dari Hadis Mut’ah 

Pada permulaan Islam, nikah mut‟ah memang dibolehkan. Rasulullah saw. 

membolehkan nikah mut‟ah ketika para sahabat sedang dalam bepergian (dalam 

perjalanan) atau ketika mereka pergi bertempur melawan musuh. Tidak satu pun 

riwayat yang mengatakan bahwa Rasulullah membolehkan nikah mut‟ah ketika 

sahabat sedang berada di rumah alias tidak sedang dalam bepergian. 

Di antara hadis yang membolehkan nikah mut‟ah tersebut adalah: 

ً٘خ ٗـضٝ ٓغ سعٍٞ الله صلى الله عليه وسلم ٤ُظ ُ٘خ ٗغخا كوِ٘خ أ  ٗغظخظ٢ كٜ٘خٗخ ػٖ رُي : هخٍد الله رٖ ٓغؼٞد ػٖ ػزـ

٣آأ٣ٜخ حُز٣ٖ آٓ٘ٞح   طلشٓٞح ؽ٤زخص ٓخ أكَ الله " الله د ٍ ػْ هشأ ػزــ ػْ سخض ُ٘خ إٔ ٌٗ٘ق حُٔشأس رخُؼٞد ا٠ُ أ

ٌُْ 

"  ٣ٖدٝح إ الله   ٣لذ حُٔؼظـد ٝ  طؼظـ
187
  

Artinya: 

 Bersumber dari Abdullah bin Mas‟ud, dia berkata: Kami berperang bersama-

sama dengan Rasulullah saw., di tengah-tengah kami tidak ada kaum wanita, lalu 

kami bertanya apakah tidak sebaiknya kami mengebiri diri. Namun Rasulullah saw. 

melarang kami melakukan hal itu. Kemudian beliau memberikan kemurahan kepada 

kami untuk menikahi seorang wanita dalam jangka waktu tertentu dengan maskawin 

pakaian. Kemudian Abdullah bin Mas‟ud membaca ayat: 

( ٨٧: س دحُٔخثـ)٣آأ٣ٜخ حُز٣ٖ آٓ٘ٞح   طلشٓٞح ؽ٤زخص ٓخ أكَ الله ٌُْ  

Yang berarti bahwa orang-orang yang beriman tidak boleh mengharamkan sesuatu 

yang dihalalkan oleh Allah bagi mereka, dalam arti nikah mut‟ah boleh dilakukan. 

 Kemudian beliau kembali membolehkan nikah mut‟ah. Di antaranya pada 

waktu umrah al-qada‟, pada waktu terjadinya penaklukan kota Makkah, pada waktu 

terjadinya peristiwa perang Hunain dan pada waktu peristiwa pertempuran Tabuk.
188

 

Akhirnya beliau mengharamkannya buat selama-lamanya. Pengharaman terakhir 

berlangsung pada akhir hari-hari Rasulullah saw. pada haji wada‟. 

 Untuk mengambil suatu hukum dari nas hadis nikah mut‟ah di atas perlu 

dipedomani hal-hal berikut: 

 Pertama, kata „nahā‟ yang ada di dalam teks hadis adalah salah satu dari sigat 

nahi yang secara eksplisit berarti melarang. Jumhur fuqaha‟ dari kalangan 

Syafi‟iyah,Malikiyah, Hanafiyah dan sekelompok dari kalangan mutakallimin 

                                                 
187

 Al-Imām Muslim dan al-Imām an-Nawawī, Sahīh, Juz 9, h. 182.  
188

 Al-Imām Muhammad asy-Syaukanī, Nailul Auţar Syarh Muntaqa al-Akhbār min Ahādits 

Sayyid al-Akhyār diterjemahkan oleh Adib Bisri Mustafa dkk, (Semarang: CV. Asy-Syifa‟ , 1994), h. 

521. 



84 

 

menyebutkan bahwa kata „nahā‟ (larangan) tersebut mengindikasikan ketidakbolehan 

baik dari sudut bahasa maupun dari sudut pandangan syara‟.
189

 Nahi tidak hanya 

menunjukkan ketidakbolehan dari sudut bahasa saja, tetapi juga menunjukkan 

ketidakbolehan dari sudut makna karena Nahi merupakan tuntutan untuk tidak 

melakukan sesuatu yang dilarang. Ungkapan nahā menunjukkan atas larangan 

terhadap apa yang dirangkaikan dengan kata tersebut. Dalam hadis tersebut di atas, 

kata nahā dirangkaikan dengan nikah mut‟ah. Sedangkan kata mut‟ah  berarti nikah 

sementara yang dibatasi dengan waktu tertentu, atau tidak ditentukan tetapi bersifat 

sementara, tidak untuk selamanya.  

 Dengan demikian teks hadis bertujuan melarang seseorang melakukan nikah 

mut‟ah. Sesuai kaidah Uşul Fiqh   ْحاطَ ك٠ ح٠ُٜ٘ ُِظلش٣  maka nahi yang ada pada hadis 

tersebut menunjukkan haram hukumnya melakukan yang dilarang tersebut. 

 Kedua, ditinjau dari segi sanad, hadis yang melarang mut‟ah di atas termasuk 

dalam klasifikasi hadis Ahad. Sedangkan hadis Ahad menurut kelompok Syi‟ah tidak 

dapat dijadikan sebagai hujjah (dasar hukum) kecuali kalau hadis Ahad tersebut 

muncul dari sahabat yang mengakui adanya imāmah. Sedangkan Jumhur Ulama 

termasuk Syafi‟iyah sendiri mengakui hadis Ahad sebagai hujjah. 

 Ketiga, dalam masalah hadis sebagai penasikh bagi al-Qur‟an ditemukan 

perbedaan pendapat  ulama di dalamnya. Syi‟ah mengatakan bahwa ayat yang ada 

pada surah an-Nisa‟ ayat 24 tidak dapat dinasakh oleh hadis yang melarang mut‟ah, 

berbeda dengan Ahlussunnah yang mengatakan bahwa hadis yang melarang mut‟ah 

dapat menasakh ayat dimaksud.
190

 Dengan demikian tidaklah mengherankan kalau 

Syi‟ah mengakui bahwa boleh melakukan nikah mut‟ah, berbeda dengan pendapat 

Sunni yang tidak menyetujui dan tidak mengakuinya. 

 Keempat, nikah mut‟ah memiliki sejumlah mafsadah. Di antaranya adalah 

bahwa anak yang lahir dari nikah mut‟ah biasanya tidak dinisbahkan kepada ayahnya. 

Dengan kata lain, anak tersebut tidak termasuk dalam lingkup keluarga suami (ayah si 

anak). Di samping itu, antara isteri dengan suami atau antara anak dengan si ayah, 

biasanya tidak saling mewarisi. Hal ini mungkin disebabkan karena tidak adanya 

kewajiban bagi suami untuk menbelanjai isterinya dan karena tidak adanya kewajiban 

isteri terhadap suami selain memenuhi kebutuhan seksual semata. Dengan demikian 

di saat perkawinan tersebut bubar maka pihak-pihak terkait sangat dikhawatirkan 
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menjadi terlantar dan hidup melarat. Si anak misalnya, di samping tidak diakui 

sebagai keturunan laki-laki yang menyebabkannya lahir, dia juga tidak dapat 

mewarisi laki-laki (ayahnya). 

 Teori Uşūl Fiqh menjelaskan ُذ حُٔظخُق  ـّ ػ٠ِ دٓوـد سا حُٔلخعـد   
191

, 

meninggalkan mafsadah didahulukan daripada mengambil maslahah yang tersedia. 

Selanjutnya firman Allah dalam surah al-Qaşaş ayat 77 berbunyi  ك٠ حاسع د ٝ  طزؾ حُلغخ

٣ٖ  دإ الله   ٣لذ حُٔلغـ   yang berarti “janganlah kamu berbuat bencana di muka bumi. 

Sesungguhnya Allah tiada menyukai orang-orang yang berbuat binasa”.
192

 Dengan 

demikian kalau nikah mut‟ah dibolehkan, maka mafsadah yang akan ditimbulkannya 

akan lebih besar daripada manfaat yang akan diperoleh. Kalau nikah mut‟ah 

dibolehkan, maka nikah tersebut akan menimbulkan sejumlah masalah ketimbang 

menyelesaikan problem pribadi yang membutuhkan jalan keluar. 

 Mayoritas ulama yang terdiri dari kalangan sahabat maupun tabi‟in 

memelihara keharaman nikah mut‟ah. Mereka telah mengamalkan keharaman tersebut 

dan kemudian meriwayatkannya kepada generasi berikutnya. Tidak ada perbedaan 

pendapat ulama mengenai nikah mut‟ah, kecuali golongan Syi‟ah Rafidah yang tetap 

membolehkannya. Nikah mut‟ah adalah nikah yang batil, karena pengertian 

sementara yang terkandung dalam nikah mut‟ah bertentangan dengan tujuan dasar 

pernikahan dari sisi pembatasan waktu.
193

 

 Jika diamati realitas pernikahan yang ada di Indonesia dan dikaitkan dengan 

pembahasan di atas, ditemukan fakta bahwa sebahagian masyarakat Indonesia 

memiliki kecenderungan untuk melakukan nikah yang identik dengan nikah mut‟ah, 

seperti yang terjadi di kalangan sebagian masyarakat Jawa Barat. Di kalangan 

masyarakat Jawa Barat yang mata pencaharian utamanya sebagai petani padi, sudah 

merupakan suatu tradisi untuk melakukan perkawinan di saat musim panen tiba. 

Tidak diketahui secara pasti apakah masa untuk perpisahan ditentukan di awal ikatan 

pernikahan, namun yang jelas ketika hasil padi yang diperoleh sebelumnya mulai 

menipis atau habis, biasanya mereka akan ramai-ramai bercerai. Jadi, tidaklah 
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mengherankan jika jumlah rata-rata perceraian akan meningkat tajam pada waktu itu. 

Fenomena seperti ini perlu diteliti lebih lanjut.
194

 

 Selanjutnya, untuk kasus tentara yang bertugas di daerah atau wilayah tertentu 

tidak dapat dipergunakan kaedah   ٍحُؼشس ٣ضح  sebagai dasar untuk melegalisasi nikah 

mut‟ah yang tujuan utamanya adalah pemenuhan kebutuhan biologis semata. 

Kalaupun kondisi perang tidak memungkinkan para tentara untuk melaksanakan 

nikah normal sedangkan pemenuhan kebutuhan seksual sangat mendesak, akan sulit 

mengukur tingkat kemudratan yang dihadapi. 

 Pertanyaannya adalah: Apakah hidup seorang tentara akan berakhir jika hasrat 

seksualnya tidak tersalurkan lewat nikah mut‟ah? Jawabannya, tidak. Nikah mut‟ah 

tidak termasuk dalam kelompok   حُٔظخُق حُؼشٝس٣ش . Bahkan nikah mut‟ah akan 

mengabaikan al-Maşālih ad-Darūriyah yang perlu dijaga, yakni an-nasl.
195

  

 Singkatnya, para tentara tetap tidak dibenarkan melakukan nikah mut‟ah 

walaupun dalam kondisi perang karena ajaran Islam sudah sempurna dan 

pemberitahuan tentang larangan mut‟ah sudah disampaikan 14 abad yang silam. 

 Terakhir, pernikahan para tenaga kerja asing yang bertugas di Indonesia 

dengan wanita lokal dianggap sah dan dibenarkan sepanjang suami memenuhi 

kebutuhan zahir dan batin isteri dan anaknya serta batas pasti berakhirnya perkawinan 

tidak dinyatakan dalam sigat ijab qabūl pernikahan. 

 

C. PENUTUP 

 Sudah dijelaskan di awal bahwa nikah mut‟ah adalah nikah sementara yang 

dibatasi dengan waktu tertentu. Dalam perkawinan mut‟ah kedudukan wanita sama 

seperti barang dagangan yang diperjualbelikan setiap waktu dan dipindahkan dari satu 

kekuasaan lelaki ke kekuasaan lelaki yang lain. Yang diperoleh dari nikah mut‟ah 

hanyalah kepuasan nafsu birahi semata. 

 Institusi pernikahan tidak saja bertujuan untuk pengadaan dan penyediaan 

tempat penyaluran nafsu biologis tetapi juga untuk pencapaian tujuan yang lebih 

mendasar dari suatu perkawinan, yaitu sebagai ibadah. Syari‟ atau Allah Tuhan seru 

sekalian alam telah menyampaikan kepada ummat manusia (muslim) bahwa nikah 

mut‟ah tersebut haram melakukannya dan keharamannya ilā yaum al-qiyāmah. 
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Wallāhu a‟lam. 
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LAMPIRAN 1 

Hadis-hadis yang Terkait Dengan Nikah Mut’ah 

1. Musnad Ahmad bin Hanbal, Juz 2 (Beirut: Maktabah at-Turāś al-Islāmī, t.t.). 

, ًٝخٕ كغٖ أسػخٛٔخ ك٢ أٗلغ٘خ, رٖ ػ٢ِ ػٖ أر٤ٜٔخد ػ٘خ عل٤خٕ ػٖ حُضٛش١ ػٖ حُلغٖ ٝػزـذ الله حر٢٘ ٓلٔـدكـ

 إٔ 

 . إ سعٍٞ الله صلى الله عليه وسلم ٠ٜٗ حُٔظؼش ػٖ ٌٗخف ٝػٖ ُلّٞ حُلٔش حا٤ِٛش صٖٓ خ٤زش: ػ٤ِخ هخٍ  رٖ ػزخط

2. Şahīh Muslim bi  Syarhi an-Nawawī, Juz 9 (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmīyah, 

t.t.). 

ػ٘خ عل٤خٕ رٖ ػ٤٤٘ش ػٖ حُضٛش١ ػٖ حُشر٤غ رٖ عزشس ػٖ أر٤ـٚ إٔ حُ٘ز٠ دػ٘خ ػٔشٝ حُ٘خهـذ ٝحرٖ ٤ٔٗش هخ  كـدكـ

. ػٖ ٌٗخف حُٔظؼش  الله ػ٤ِٚ ٝعِْ ٠ٜٗ ط٠ِ

3. Sunan at-Turmużī, Juz 2 (Beirut: Dār al-Fikr, 2001). 

 رٖ ػ٢ِ ػٖ أر٤ٜٔخ ػٖ ػ٢ِ د ػٖ ػزـذ الله ٝحُلغٖ حر٢٘ ٓلٔـ, ػٖ حُضٛش١, ػ٘خ عل٤خٕدكـ, ػ٘خ حرٖ أر٢ ػٔشدكـ

. رٖ أر٢ ؽخُذ إٔ حُ٘ز٠ صلى الله عليه وسلم ٠ٜٗ ػٖ ٓظؼش حُ٘غخا ٝػٖ ُلّٞ حُلٔش حا٤ِٛـش صٖٓ خ٤زش

4. Sunan an-Nasā‟i, Juz 5 (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmīyah). 

 أٗزؤٗخ حرٖ حُوخعْ ػٖ ٓخُي ػٖ: رٖ عِٔش ٝحُلخسع رٖ ٓغ٤ٌٖ هشحاس ػ٤ِٚ ٝأٗخ أعٔغ ٝحُِلظ ُٚ هخٍد أخزشٗخ ٓلٔـ

 رٖ ػ٢ِ ػٖ أر٤ٜٔخ ػٖ ػ٢ِ رٖ أر٢ ؽخُذ إٔ سعٍٞ الله ط٠ِ اللهد ٝحُلغٖ حر٢٘ ٓلٔـ  حرٖ شٜخد ػٖ ػزـذ الله

.  ُلّٞ حُلٔش حلإٗغ٤ش  ػ٤ِٚ ٝعِْ ٠ٜٗ ػٖ ٓظؼش حُ٘غخا ٣ّٞ خ٤زش ٝػٖ

5. Sunan Ibnu Mājah, Juz I (Beirut: Dār Ihya‟ al-Kutub al-Arabīyah, t.t.). 

 رٖ د حر٠٘ ٓلٔـ,ػٖ ػزـذ الله ٝحُلغٖ, ػٖ حرٖ شٜخد,ػ٘خٓخُي رٖ أٗظ. ػ٘خ رشش رٖ ػٔش. رٖ ٣ل٢د ػ٘خ ٓلٔـدكـ

 ٝػٖ, إٔ سعٍٞ الله صلى الله عليه وسلم ٠ٜٗ ػٖ ٓظؼش حُ٘غخا ٣ّٞ خ٤زش, ػٖ ػ٠ِ رٖ أر٠ ؽخُذ ػٖ أر٤ٜٔخ,ػ٠ِ

.  ُلّٞ حُلٔش حلإٗغ٤ش

6. Al-Muwaīțța‟, Juz 2 (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmīyah, t.t.). 
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ػٖ , رٖ ػ٠ِ حرٖ أر٠ ؽخُذ د حر٠٘ ٓلٔـ, ػٖ حرٖ شٜخد ػٖ ػزـذ الله ٝحُلغٖ, ػ٠٘ ٣ل٢ ػٖ ٓخُيدكـ

ٝػٖ , إٔ سعٍٞ الله صلى الله عليه وسلم ٠ٜٗ ػٖ ٓظؼش حُ٘غخا ٣ّٞ خ٤زش, ػٖ ػ٠ِ رٖ أر٠ ؽخُذ سػ٢ الله ػ٘ٚ, أر٤ٜٔخ

.أًَ ُلّٞ حُلٔش حلإٗغ٤ش   

7. Sunan ad-Dārimī, Juz 2 (Beirut: Dār al-Fikri, t.t.). 

 ػ٠٘ حرٖ ػز٤٘ش ػٖ حُضٛش١ ػٖ حُلغٖ ٝػزـذ الله ػٖ أر٤ٜٔخ هخٍ عٔؼض ػ٤ِخ ٣وٍٞ لإرٖ ػزخطدكـد ٓلٔـ (ػ٘خ دكـ)

 .ٝػٖ ُلّٞ حُلٔش حا٤ِٛش ػخّ خ٤زش,  إٔ سعٍٞ الله صلى الله عليه وسلم ٠ٜٗ ػٖ حُٔظؼش ٓظؼش حُ٘غخا ٣ّٞ خ٤زش

 

LAMPIRAN 2 

Skema Sanad Hadis “ ٠ٜٗ سعٞالله صلى الله عليه وسلم ػٖ ٌٗخف حُٔظؼش ”. 

   

 

      

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

  

 

  

 

 

 

 

 

 ػٖ ػ٘خ

 ػٖ

 ػ٠٘دكـ

 عٔؼض

    ٠ٜٗ سعٞالله صلى الله عليه وسلم ػٖ ٌٗخف حُٔظؼش 

ػ٠ِ رٖ أر٠ 

 ؽخُذ

 عزشس

 دػزـذ الله رٖ ٓلٔـ

 بن علىد ٓلٔـ

 حُشر٤غ رٖ عزشس دحُلغٖ رٖ ٓلٔـ

ٓخُي رٖ  عل٤خٕ رٖ ػ٤٤٘ش

 أٗظ

ارٖ 

 ٤ٔٗش

حُلخس

 ع

 ػٖ ػٖ

 ػٖ

 ػٖ ػٖ

 حُضٛش١

 ػٖ

 ػ٘خدكـ

 يحي

 ػ٘خدكـ

 ػ٘خدكـ

ٓخُي رٖ 

 اعٔخػ٤َ

ارٖ أر٠ 

 ػٔش

 ػ٘خدكـ ػ٘خدكـ

 ػ٘خدكـ

 ػ٘خدكـ ػ٘خدكـ ػ٠٘دكـ

 ـهجارٖ ٓخ

ػٔشٝ 

 دحُ٘خهـ

حسّدحُـ ٓغِْ

١ 
 رٖ دحكٔـ حُزخخس١

 ك٘زَ

 ػ٘خدكـ

 ػ٘خ

ارٖ 

 حُوخعْ

رشش رٖ 

 ػٔش

بن د ٓلٔـ
 يحي

 دٓلٔـ

 ٓخُي

 أخزشٗخ

حُ٘غخة

ٟ 

حُظشٓز

١ 

 أٗزؤٗخ

 بن سلمةد ٓلٔـ

 


